
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk

meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur
yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu
memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan
industri nasional yang jelas;

b. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi
penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan industri
nasional sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional
dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah, dengan
Peraturan Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL.

Pasal 1

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan industri Nasional.
(2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan
Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.

(3) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perondustrian
menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan
klaster industri prioritas mencakup basis industri manufaktur,
industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika
dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri
kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) :
a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan

industri unggulan provinsi; dan
b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan

pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.
(2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang

perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri
unggulan Provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi
inti industri Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:
a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas

nasional maupun industri prioritas berdasarkan
kompetensi inti industri daerah;

b. industri pionir;
c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal,

perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan

inovasi;
e. industri yang menunjang pembangunan infrastruktur;
f. industri yang melakukan alih teknologi;
g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro,

kecil, menengah, atau koperasi;



i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau
peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau

j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
(2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal,

insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu
apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan keadaan.

Pasal 5

(1) Permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan
Ekspor dan Peningkatan Investasi.

(2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi :
a. mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3); serta
c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas

pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang
berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya.

(3) Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua
Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi.

Pasal 6

(1) Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang
perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji,
merumuskan dan mengevaluasi :
a. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;
b. Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi;

dan
c. Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri

Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang
dipandang perlu.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan
semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

(4) Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang
bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk
mendapat penetapan.

Pasal 7

Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima)
tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 8



(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(2) Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan
tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN:

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Semakin membaiknya perekonomian Indonesia serta kondisi
riil pascakrisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong
pertumbuhan sektor industri. Lima tahun setelah
terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri
masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan
pertumbuhannya pada saat sebelum krisis. Upaya
mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh
wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah
untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber
daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi
ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah
bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara
maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu
memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan
negara-negara sedang berkembang. Dalam upaya
mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung
pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi
dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi
dunia dan perkembangan di masa yang akan datang,
diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam



jangka menengah, maupun jangka panjang yang terutang
dalam sebuah dokumen Kebijakan Industri Nasional.
Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun
Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri
Nasional dan Fasilitas Pemerintah.
Kebiakan Industri Nasional dimaksud disusun bersama
seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan
Industri (KADIN), lembaga pendidikan, lembaga litbang,
daerah, dan sebagainya. Arah dan kebijakan industri
nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan
agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan
akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang
akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya
pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan
pembangunan industri yang diinginkan.
Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi
yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah
jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Industri nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup
kemampuan produksi nasional di semua sektor (primer,
sekunder dan tersier), namun lingkup kebijakan yang
dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk
Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur Non-Migas,
beserta Sektor Jasa Industri yang sangat erat terkait.
Sektor Industri Migas diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur
tersendiri dalam rezim peraturan perundang-undangan di
bidang sektoral.
Industri Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan
ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan
tergolong primer. Yang dimaksudkan dengan produk primer
adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang
dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam
hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan,
dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal
sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang
standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.

2. Potensi Sumber Daya Ekonomi Pendukung Industri.
Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat
potensial untuk menumbuhkembangkan industri berbasis
sumber daya alamo Sumber daya alam dimaksud antara lain
berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta
hutan tanaman keras (tanaman perkebunan); potensi
sumber daya kelautan dan perikanan; potensi sumber daya
migas sebagai bahan baku industri petrokimia dan
industri lainnya; sumber daya mineral dan batubara, dan
sebagainya.
Selain sumber daya alam, letak Indonesia yang sangat
strategis dan berada di posisi silang antara dua


